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ABSTRAK

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan
keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan
keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil
yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (past
performance) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, baik
kepada pemilik maupun otoritas moneter serta instansi-instansi lainnya yang
berkepentingan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.

Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa
manajemen bertindak yang terbaik untuk stake holders. Pelaksanaan good
corporate governance menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak
pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Corporate Governance
merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan mlai
perusahaan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan
Corporate Governance dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
tahunan perusahaan. Berdasarkan teori yang ada, semakin tinggi indeks
implementasi Corporate Governance, maka semakin banyak informasi yang
diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan-
perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan
akan menunjukkan bahwa implementasi Corporate Governance pada perusahaan
tersebut semakin baik.

xv



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua

kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (past

performance) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, baik

kepada pemilik maupun otoritas moneter serta instansi-instansi lainnya yang

berkepentingan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Laporan

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana akuntansi

merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan dan penyajian atau

pelaporan dan penginterprestasian transaksi keuangan suatu perusahaan secara

sistematis (Munawir, 1999 : 4). Definisi Laporan keuangan menurut Standar

Akuntansi Keuangan (2002 : 2), laporan keuangan merupakan bagian dari proses

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam

berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari

laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan

yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen

industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Kondisi makro perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran serta

dunia usaha. Pada pertengahan tahun 1997-1998 krisis yang dialami bangsa



Indonesia mengakibatkan kinerja dunia usaha menurun, selanjutnya berdampak

pada perekonomian nasional. Kelemahan mendasar pada perekonomian di

Indonesia terutama ditingkat mikro, diakibatkan pengelolaan ekonomi dan sektor

usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh. Pemerintah melalui

Bapepam telah mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk

meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan

ekonomi, meningkatkan efisiensi perekonomian baik secara makro maupun

mikro, serta mendorong terciptanya penerapan pengelolaan dunia usaha yang baik

(Good Corporate Governance). Dalam hal ini, dihubungkan antara penerapan

Good Corporate Governance dengan pengungkapan informasi dalam laporan

tahunan perusahaan-perusahaan publik.

Definisi dari Corporate Governance atau Tata Kelola Korporasi menurut

The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG, 2000) yaitu suatu

proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan

tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan

tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Berdasarkan definisi

tersebut nampak jelas bahwa Corporate Governance merupakan upaya yang

dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk

menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai

dengan hak dan kewajibannya.

Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana

dari pemilik atau prinsipal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah

diamanahkan kepadanya. Dilain pihak prinsipal sebagai pemberi amanah akan



memberikan insentif kepada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik

finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak

mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang

akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif pada manajemen. Hal

lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam

menanggung resiko (Khomsiyah, 2003). Manajemen yang mempunyai informasi

tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan

memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya sedangkan prinsipal

menginginkan penyajian informasi yang selengkapnya. Manajemen sulit untuk

memenuhi keinginan prinsipal karena adanya beberapa faktor seperti : biaya

penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat

kelemahannya, dan waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi. Oleh

karena itu Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa

manajemen bertindak yang terbaik untuk stake holders. Pelaksanaan good

corporate governance menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak

pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau

pedoman pelaksanaan Corporate Governance menunjukkan adanya perlindungan

tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang

terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat.

Menurut Herwidayatmo (2000), mengutip penelitian yang dilakukan ADB

tahun 1999, Indonesia berada pada urutan yang sangat rendah dalam persepsian

standar akuntabilitas, proses penentuan dewan, auditing dan ketaatannya,

pengungkapan informasi dan transparansi. Hal itu disebabkan karena tidak



diterapkannya Good Corporate Governance, yaitu struktur kepemilikan yang

terkonsentrasi, mekanisme pengawasan oleh Dewan Komisaris yang tidak

berfungsi secara efektif, tidak adanya kontrol pasar terhadap perusahaan, dominasi

pendanaan ekstemal yang berasal dari pinjaman bank, dan lemahnyapengawasan.

Prinsip-prinsip Corporate Governance yang telah dikembangkan oleh

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yaitu

Keadilan {Fairness), Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Transparansi. Prinsip

Keadilan yaitu perlindungan kepentingan minoritas pemegang saham dari

kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (selfdialing atau

insider trading). Prinsip Akuntabilitas yaitu penciptaan sistem pengawasan yang

efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris,

manajemen, pemegang saham, dan auditor. Prinsip Responsibilitas yaitu,

pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada

stakeholders dan lingkungan dimana perusahan itu berada untuk mengungkapkan

informasinya. Sedangkan Prinsip Transparansi yaitu, perusahaan harus menjamin

adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan

yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan meliputi informasi mengenai

keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

Pengungkapan tersebut harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan, dan diaudit oleh auditor eksternal yang independen.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan

antara penerapan Corporate Governance dengan pengungkapan informasi dalam

laporan keuangan tahunan perusahaan. Berdasarkan teori yang ada, semakin tinggi



indeks implementasi Corporate Governance, semakin banyak informasi yang

diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan-

perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan

akan menunjukkan bahwa implementasi Corporate Governance pada perusahaan

tersebut semakin baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Corporate

Governance mempunyai hubungan positif dengan indeks pengungkapan. Menurut

Khomsiyah (2003) hal ini sesuai dengan keinginan regulator (Bapepam), yang

mendorong diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang akan

meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang

diberikan oleh perusahaan.

Sesuai dengan uraian diatas, penelitian ini akan mengembangkan

penelitian-penelitian sebelumnya dengan memperluas pengungkapan

informasinya yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib adalah

informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar

modal di suatu negara. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi

melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku.

Perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam

laporan tahunannya sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas

ungkapan sukarela antar perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis

mengambil judul "Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan

Informasi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia".



1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang dan judul penelitian, maka yang

menjadi pokok permasalahan adalah :

• Apakah Corporate Governance mempunyai hubungan dengan

pengungkapan informasi, baik wajib maupun sukarela dalam

laporan tahunan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka

penulis membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Penerapan Corporate Governance terbatas pada perusahaan-

perusahaan yang besar dan mempunyai tingkat regulasi yang tinggi.

Asumsinya, penerapan Corporate Governance memerlukan biaya yang

besar, maka perusahaan-perusahaan besar akan lebih mampu untuk

menerapkannya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai

tingkat regulasi yang tinggi (misal, perbankan) akan cenderung untuk

menerapkan Good Corporate Governance dengan lebih baik.

2. Yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan publik

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan bersedia disurvei oleh IICG

pada tahun 2001, 2002 dan 2003.



1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Corporate Governance

mempunyai hubungan dengan Pengungkapan Informasi, baik pengungkapan

wajib maupun sukarela dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik di

Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

tentang hubungan antara penerapan Good Corporate Governance

dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-

perusahaan publik di Indonesia.

2. Bagi Investor

Membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan

dengan melihat penerapan Good Corporate Governance sehingga

dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat.

3. Bagi Perusahaan

Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dalam

hal ini penerapan Good Corporate Governance, sehingga dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan

di masa mendatang.



1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis

penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan teori yang digunakan untuk

memecahkan masalah yang dikemukakan. Bab ini membahas

pengertian laporan keuangan, komponen laporan keuangan,

tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan

keuangan, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, luas

pengungkapan, pengertian Corporate Governance, prinsip-

prinsip Corporate Governance, manfaat Corporate Governance

bagi perusahaan, peranan dewan komisaris, peranan komite audit,

peranan direksi, tinjauan penelitian terdahulu serta hipotesis

penelitian.

BAB HI METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menerangkan mengenai data-data yang

diperlukan yang meliputi data penelitian, spesifikasi populasi

dan sampel, spesifikasi variabel, pengolahan data, hasil analisis,

dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA



Bab ini mengemukakan hasil analisis data yang telah

dilakukan, berupa perhitungan dan hasil akhir yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan mengenai objek yang

diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran

yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada suatu periode akan

tercermin dalam laporan-laporan keuangan perusahaan yang pada hakikatnya

merupakan hasil akhir dari kegiatan-kegiatan akuntansi perusahaan yang

bersangkutan, sehingga akuntansi sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan.

Akuntansi merupakan rangkaian proses pencatatan, pengklasifikasian,

peringkasan dan penyajian atau pelaporan dan penginterprestasian transaksi

keuangan suatu perusahaan secara sistematis (Munawir, 1999 : 4). Menurut

Standar Akuntansi Keuangan (2002 : 2), laporan keuangan merupakan bagian dari

proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan

bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi

keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan

harga.

Dalam hal ini dihubungkan antara penerapan Corporate Governance oleh

suatu perusahaan dengan teori-teori dalam pengungkapan laporan keuangan untuk

mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi

yang benar dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip Corporate Governance.
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2.2 Komponen Laporan Keuangan

Pengungkapan meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja

perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Pengungkapan tersebut

harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

dan diaudit oleh auditor ekstemal yang independen sebagai bentuk penerapan

Corporate Governance. Perusahaan secara periodik harus menyusun laporan

keuangan yang ditujukan kepada pihak intern dan pihak ekstem. Laporan

keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

1. Neraca ( Balance Sheet)

Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu

daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal

yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-

pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode

tertentu. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan

hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu dan menggambarkan

keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai

tujuannya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan
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berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus

diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. Laporan Arus Kas (Statement ofCash Flows)

Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi

relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama

suatu periode. Arus kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu

penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari kegiatan investasi, kegiatan

pembelanjaan, dan kegiatan usaha.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan (SAK, 2002 : 17-18) :

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi

yang penting.

b. Informasi yang diwajibkan dalam Pemyataan Standar Akuntansi

Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian

jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan ams kas, dan

laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen (SAK, 2002 : 18).
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2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut SAK (2002 : 4) adalah menyediakan

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuanganjuga menunjukkan apa yang

telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hal ini sejalan dengan tujuan

penerapan Corporate Governance yaitu menjamin adanya laporan keuangan dan

pengungkapan yang berkualitas.

2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam

laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif

pokok, yaitu (SAK, 2002 : 7) :

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk

maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai

tantang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan

keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa
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informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai

tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki

kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai

dengan membantu mereka dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu,

masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil

evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian

yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan

adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan

akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan

perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai

harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan

akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang

sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam
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perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan,

termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh

perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

2.5 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan

yaitu manajer, investor, kreditor, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan

pemerintah. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa

kebutuhan informasi yang berbeda dan menjadikannya sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang menerapkan

Corporate Governance menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan

akurat bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan untuk

mempengaruhi keputusan yang diambil.

2.6 Luas Pengungkapan

Keluasan pengungkapan adalah salah satu bentuk kualitas pengungkapan.

Menurut Na'im dan Rahman (2000), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang

penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih

memiliki makna ganda (ambiguous), banyak penelitian yang menggunakan Index

of Disclosure Methodology mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat

diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan

tahunan. Dengan kata lain bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat

berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan.
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Ada tiga konsep mengenai luas pengungkapan Laporan Keuangan (Na'im

dan Rahman, 2000). Konsep itu adalah adequate, fair, dm full disclosure. Konsep

yang paling sering dipraktekkan adalah pengungkapan yang cukup (adequate

disclosure), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang

berlaku, dimana pada tingkat pengungkapan ini investor dapat

menginterpretasikan angka-angka dalam Laporan Keuangan dengan benar.

Pengungkapan yang fair (fair disclosure) mengandung sasaran etis dengan

menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca (investor) potensial.

Pengungkapan penuh (full disclosure) merupakan pengungkapan atas semua

informasi yang relevan.

Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara

melimpah, sehingga beberapa pihak justm berpendapat tidak baik. Informasi yang

terlalu melimpah akan mengungkapkan detail-detail yang tidak begitu penting

justm akan menutup informasi yang signifikan dan menyebabkan Laporan

Keuangan sulit untuk diinterpretasikan. Dampak negatif lain dari pengungkapan

yang meluas adalah pada kompetisi yang dinamis dalam pasar produk.

Tersebamya informasi penting (proprietary information) dalam hal strategi dan

rencana perusahaan dapat merugikan posisi kompetitif perusahaan sendiri.

Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang

ditetapkan oleh standar (Hendriksen dan Breda, 2000). Yang pertama adalah

pengungkapan wajib (mandatory disclosure), yaitu pengungkapan minimum yang

disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Kedua adalah pengungkapan
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sukarela (voluntary disclosure), yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan

secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

2.7 Pengertian Corporate Governance

Definisi dari Corporate Governance atau Tata Kelola Korporasi menumt

The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG, 2000) yaitu suatu

proses dan stmktur yang diterapkan dalam menjalankan pemsahaan, dengan

tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan

tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Berdasarkan definisi

tersebut nampak jelas bahwa Corporate Governance mempakan upaya yang

dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pemsahaan untuk

menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan nilai pemsahaan sesuai

dengan hak dan kewajibannya.

Data hasil riset dari The Indonesian Institute for Corporate Governance

yang berupa Corporate Governance Perception Index, mengukur implementasi

Corporate Governance pada pemsahaan publik yang tercatat di Bursa Efek

Jakarta. Dari indeks tersebut rating atau pemeringkatan disusun. Alasan

penggunaan indeks ini disebabkan oleh keterbatasan data tentang penelitian

penerapan Corporate Governance pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Indeks tersebut mempakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan dari hasil

penelitian pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan

instmmen yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang

berlaku di Indonesia.



2.8 Prinsip-prinsip Corporate Governance

Dalam praktek good corporate governance dikenal adanya 4 prinsip utama

yang hams diimplementasikan dalam pengelolaan perusahaan. Keempat prinsip

tersebut adalah keadilan (fairness), akuntabilitas, pertanggungjawaban

(responsibility), dan transparansi.

1. Keadilan (fairness)

Keadilan yaitu perlindungan kepentingan minoritas pemegang

saham dari kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang

dalam (self dialing atau insider trading). Prinsip fairness menyiratkan

adanya perlakuan yang sama (equal) terhadap para pemegang saham, baik

mayoritas maupun minoritas. Dalam prakteknya prinsip ini sering

dilanggar, temtama dalam kasus-kasus takeovers (pengambilalihan

pemsahaan). Kasus yang sering terjadi adalah keberpihakan manajemen

terhadap sekelompok pemegang saham, biasanya pemegang saham

mayoritas. Hal ini bisa terjadi dengan mudah karena baik dewan komisaris

dan dewan direksi didominasi oleh para pemegang saham tersebut atau

keluarganya. Suatu perusahaan publik yang beritikad baik seharusnya tetap

menjaga agar dewan komisaris dan dewan direksinya tetap bekerja secara

independen dan profesional. Selain itu prinsip ini juga mensyaratkan

manajemen untuk sebisa mungkin menghindari situasi yang mengandung

conflict of interest, misalnya dalam kasus management buyouts

(pemsahaan yang dibeli oleh manajemennya sendiri). Persyaratan ini
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penting karena seorang manajer yang melakukan transaksi semacam itu

sama dengan pemain bola yang bermain di dua lapangan sekaligus.

Kepentingan pemegang saham yang seharusnya dilindunginya akan

diletakkan di bawah kepentingan pribadinya.

2. Akuntabilitas

Prinsip dasar Akuntabilitas yaitu menekankan pada pentingnya

penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan

pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, manajemen, pemegang

saham, dan auditor yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian

terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak

sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan

lainnya (Baridwan, 2002). Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya

Dewan Direksi, Komisarisaris Independen, dan Komite Audit.

3. Responsibilitas

Prinsip Responsibilitas yaitu, tanggungjawab pemsahaan sebagai

bagian dari masyarakat kepada stakeholders dan lingkungan dimana

pemsahan itu berada untuk mengungkapkan informasinya untuk mematuhi

peraturan-peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-

kebutuhan sosial. Tjager dkk (2003:52) menyebutkan bahwa prinsip ini

diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab mempakan

konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya



20

tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang

kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, dan memelihara

bisnis yang sehat.

Selama ini paradigma manajer dalam pemsahaan selalu dibatasi

oleh motif mengejar laba semata (single bottom line). Hal ini membuat

mereka lupa bahwa pemsahaan sebagai bagian dari suatu komunitas juga

memiliki tanggung jawab lain, yaitu tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat. Bermula dari pemikiran ini, corporate governance

mengangkat issue pertanggungjawaban tersebut sebagai salah satu tujuan

yang harus diperhitungkan oleh pemsahaan dalam operasinya. Dengan

pembahan tersebut perusahaan hams mulai menerapkan prinsip triple

bottom line dalam bisnisnya, yaitu mengejar laba, memenuhi tanggung

jawab sosial, dan menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan.

4. Transparansi

Prinsip Transparansi yaitu pemsahaan harus menjamin adanya

tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

oleh selumh stakeholders serta pengungkapan yang tepat waktu dan akurat

untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

Prinsip transparansi hams diterapkan dalam setiap aspek di

pemsahaan yang bersinggungan dengan kepentingan publik ataupun

pemegang saham. Transparansi bisa dimulai dengan menyajikan laporan

keuangan yang akurat dan tepat waktu, sistem penggajian eksekutif dan



21

komisaris di perusahaan, sampai dengan informasi-informasi lain yang

relevan di pasar modal. Issue mengenai penggajian komisaris dan

eksekutif adalah berita paling aktual yang sering dibahas oleh kalangan

praktisi maupun akademisi corporate governance. Hal ini merebak ketika

para pengamat menemukan fakta bahwa kebanyakan manajer dan

komisaris tetap kaya padahal pemsahaan yang mereka pimpin dijerat oleh

hutang yang besar, sedangkan kenikmatan yang diterima oleh manajer itu

berasal dari pemegang saham. Sehingga perlu dibentuk komite

kompensasi dalam dewan komisaris, yang bertugas menilai kinerja

anggota dewan dan meninjau kelayakan gaji yang diterimanya dari

pemsahaan.

2.9 Manfaat Corporate Governance bagi perusahaan

Ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh perusahaan dengan

diterapkannya Good Corporate Governance :

a. Meminimalkan agency cost

Selama ini pemegang saham hams menanggung biaya yang timbul

sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Biaya-

biaya ini bisa bempa kemgian karena manajemen menggunakan sumber

daya pemsahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya

pengawasan yang hams dikeluarkan pemsahaan untuk mencegah

terjadinya hal tersebut. Biaya-biaya inilah yang disebut dengan agency
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cost. Dengan penyusunan stmktur dan pembagian fungsi yang baik, biaya

ini bisa ditekan serendah mungkin.

b. Meminimalkan cost ofcapital

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan

suatu referensi positif bagi kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam

meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila pemsahaan

mengajukan pinjaman. Hal tersebut selain dapat memperkuat kinerja

keuangan, juga akan membuat produk pemsahaan yang dilepas ke pasaran

menjadi lebih kompetitif.

c. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan menarik minat

investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu kualitas dewan

komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor

institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham. Hal ini

akan terlihat temtama ketika seorang investor bermaksud melakukan

investasi untuk jangka waktu yang lama.

d. Mengangkat citra perusahaan

Citra pemsahaan mempakan faktor penting yang harus

diperhatikan. Karena pemsahaan sangat mengandalkan kepercayaan dari

stakeholders atas informasi yang diungkapkannya. Sehingga stakeholders

mendesak keras agar perusahaan menerapkan konsep pengelolaan yang

baik, karena bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang

pemsahaan yang tidak menerapkan good corporate governance akan kalah
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dalam persaingan karena dianggap tidak melindungi kepentingan

stakeholdernya.

2.10 Peranan Dewan Komisaris

Peranan dewan komisaris yaitu sebagai organ yang menjalankan fungsi

supervisi, bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan

tindakan direksi serta memberikan saran-saran kepada direksi jika diperlukan.

Sedangkan korporasi memiliki sistem yang dijadikan landasan untuk rekmtmen

dan seleksi, pemantauan kinerja dan balas jasa. Komposisi komisaris independen

terhadap jumlah selumh dewan komisaris adalah sekurang-kurangnya 20% dari

anggota dewan komisaris haruslah merupakan orang luar untuk meningkatkan

efektifitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan dewan komisaris. Dalam

menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh mengambil keuntungan

pribadi, Dewan Komisaris hams mempunyai akses terhadap informasi mengenai

perseroan secara menyeluruh dan pada waktunya. Pengangkatan dan penetapan

gaji Komisaris maupun Direksi hams ditetapkan dalam suatu sistem yang resmi

dan transparan. Karakteristik peranan Dewan Komisaris dalam implementasi

Good Corporate Governance sesuai riset yang dilakukan IICG adalah :

a. Komisaris Independen secara aktif melaksanakan fungsi dan tugas seperti

menyampaikan peristiwa yang dianggap penting bagi korporasi,

memberikan rekomendasi, saran dan perbaikan terhadap suatu masalah

dan lainnya.
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b. Dewan Komisaris bersungguh-sungguh memiliki tanggung jawab pribadi

dalam menjalankan fungsi dan tugas.

c. Dewan Komisaris berperan aktif, mengawasi dan menilai pelaksanaan

Good Corporate Governance.

2.11 Peranan Komite Audit

Keberadaan komite audit mempakan salah satu kriteria penerapan Good

Corporate Governance. Jumlah keanggotaan komite audit dalam suatu pemsahaan

ditentukan oleh ukuran bisnis dan kompleksitas permasalahan yang ditangani oleh

perusahaan tersebut. Namun pada umumnya, komite audit terdiri dari tiga sampai

dengan lima orang anggota. Para anggota tersebut diambil dari dewan komisaris,

bukan dari dewan direksi, agar objektivitasnya terhadap manajemen tetap terjaga.

Tujuan utama pembentukan komite audit dalam pemsahaan adalah untuk

meningkatkan efektivitas, akuntabilitas,transparansi, dan objektivitas dewan

komisaris dan dewan direksi pemsahaan. Selain itu komite audit memberikan

banyak manfaat bagi pemsahaan, antara lain :

a. Memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.

b. Memungkinkan dewan komisaris untuk memberikan penilaian yang

independen atas kinerja keuangan perusahaan.

c. Memperkuat posisi auditor ekstemal dalam memberikan rekomendasi

perbaikan.

d. Memperkuat independensi dan objektivitas internal audit.
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e. Meningkatkan keyakinan publik, khususnya investor, terhadap

pemsahaan.

f. Mengurangi peluang terjadinya kecurangan (fraud) dalam pemsahaan.

Kewajiban-kewajiban komite audit sangat bervariasi sesuai dengan jenis dan

karakter industri atau pemsahaan yang bersangkutan. Namun secara garis besar,

tugas-tugas tersebut meliputi :

a. Melakukan penelahaan atas pelaporan keuangan perusahaan, menyangkut

kelengkapan, ketepatan, dan kewajaran laporan tersebut.

b. Melakukan penelaahan atas pengendalian internal pemsahaan untuk

memastikan bahwa sistem tersebut telah memadai dan berfungsi dengan

baik.

c. Melakukan penelaahan atas departemen internal audit untuk menilai

keandalan hasil pekerjaan departemen tersebut.

d. Melakukan penelaahan atas ketaatan pemsahaan terhadap hukum,

pemndangan, dan kebijakan internal.

e. Mempertimbangkan penunjukan auditor ekstemal dan syarat-syarat

pelaksanaan pekerjaan audit.

f. Memberikan masukan dan informasi kepada dewan komisaris berkaitan

dengan pelaporan keuangan dan pengendalian internal pemsahaan.

2.12 Peranan Direksi

Peranan direksi adalah sebagai organ yang menjalankan fungsi

pengelolaan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi pemegang
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saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Seperti halnya komisaris,

direksi juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi. Selain itu,

komposisi Direksi juga diatur sedemikian mpa, sekurangnya 20% anggota Direksi

haruslah merupakan orang luar. Karakteristik peranan Direksi dalam implementasi

Good Corporate Governance sesuai riset yang dilakukan IICG adalah :

a. Direksi melakukan pembahasan secara berkala dengan Dewan Komisaris

mengenai keadaan perusahaan secara keseluruhan yang kemudian

menghasilkan saran, perbaikan dan rekomendasi yang nyata bagi

kemajuan pemsahaan.

b. Kinerja Direksi diperhatikan dan dinilai secara berkala dan dievaluasi

setiap jangka waktu tertentu.

2.13 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.13.1 Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi:

Pengujian Secara Simultan (Khomsiyah), 2003

Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara penerapan

Corporate Governance dengan tingkat pengungkapan informasi.

Berdasarkan teori yang ada, sehamsnya semakin tinggi penerapan

Corporate Governance, yang diukur dengan indeks persepsi

Corporate Governance semakin tinggi pula tingkat ketaatan

pemsahaan terhadap peraturan pengungkapan informasi dan

banyaknya informasi yang diungkapkan.
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Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh

dari hasil penelitian The Indonesian Institute for Corporate

Governance (IICG) dan laporan tahunan pemsahaan-pemsahaan

publik terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 dan 2002.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemsahaan-

pemsahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang masuk dalam

pemeringkatan penerapan Corporate Governance yang dilakukan

oleh IICG.

Variabel dalam penelitian tersebut ada dua yaitu variabel

dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang

digunakan yaitu Indeks Pengungkapan, Ukuran perusahaan, Stmktur

kepemilikan, Dewan komisaris, Komite Audit dan Regulasi.

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks

Corporate Governance. Indeks ini merupakan hasil pemeringkatan

atas penerapan Corporate Governance oleh lembaga riset

independen The Indonesian Institutefor Corporate Governance.

Dari hasil pengolahan data yang ada maka dapat diambil

kesimpulan bahwa :

a. Hasil pengujian Hausman menunjukkan adanya masalah

simultanitas persamaan. Penelitian ini menggunakan metode two

stage least square (2SLS), karena metode ini akan memberikan

estimator yang efisien dan konsisten (Gujarati, 1995)
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b. Analisis korelasi sederhana menunjukkan adanya hubungan

antara implementasi Corporate Governance dengan

pengungkapan informasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara

positif berhubungan dengan indeks corporate governance dan

pengungkapan informasi. Stmktur kepemilikan masyarakat,

komposisi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite

audit mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks

corporate governance dan pengungkapan informasi. Namun

dalam penelitian ini tidak berhasil memberikan bukti adanya

korelasi antara komposisi komisaris independen dan komite audit

dengan indeks pengungkapan wajib.

c. Regulasi merupakan variabel eksogen yang mempengamhi

implementasi corporate governance. Pemsahaan yang

mempunyai regulasi yang tinggi yaitu perbankan mempunyai

indeks corporate governance yang lebih baik. Sedangkan ukuran

perusahaan yang diprediksi akan mempengamhi implementasi

corporate governance tidak mampu dibuktikan dalam penelitian

ini.

2.13.2 Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan

Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal dan Tipe

Kepemilikan Perusahaan (Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman),

2000
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Setiap perusahaan diwajibkan membuat Laporan Keuangan

tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan independen sebagai sarana

pertanggungjawaban, temtama kepada pemilik modal. Agar dapat

dipahami oleh pengguna, Laporan Keuangan harus diberi

pengungkapan secara memadai. Pengungkapan tersebut dapat berupa

penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan, kontinjensi,

metode persediaan dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aspek

stmktur modal pemsahaan berpengaruh pada kelengkapan

pengungkapan Laporan Keuangan perusahaan dan menjelaskan

karakteristik hubungan yang mungkin yang terjadi. Selain itu

penelitian ini ingin mengungkap pengamh proporsi investor

independen terhadap kelengkapan pengungkapan Laporan Keuangan

pemsahaan dan menjelaskan karakteristik hubungan yang mungkin

terjadi.

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Laporan

Keuangan pemsahaan publik tahun 1996 yang tersedia di Pusat

Referensi Pasar Modal (PRPM), Bursa Efek Jakarta. Sampel yang

digunakan adalah Laporan Keuangan 32 perusahaan non-perbankan.

Variabel dalam penelitian tersebut ada dua yaitu variabel

dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang

digunakan yaitu kelengkapan pengungkapan Laporan Keuangan

pemsahaan. Variabel ini mengukur berapa banyak butir Laporan
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Keuangan yang material diungkap oleh pemsahaan. Butir

pengungkapan Laporan Keuangan yang diukur meliputi yang bersifat

wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary). Sedangkan variabel

independennya meliputi stmktur modal (financial leverage) dan tipe

kepemilikan pemsahaan (prosentase kepemilikan oleh publik).

Dari hasil pengolahan data dapat diambil kesimpulan secara

statistik bahwa leverage keuangan pemsahaan memiliki hubungan

yang signifikan positif terhadap indeks kelengkapan pengungkapan.

Akan tetapi tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara

prosentase kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan

pengungkapan.

2.14 Hipotesis Penelitian

Pengembangan hipotesis dilakukan dengan review literatur, paper dan

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan antara

penerapan Good Corporate Governance dengan pengungkapan informasi oleh

perusahaan publik yang terdaftar di BEJ dalam rangka untuk mengurangi asimetri

informasi.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan mempakan data sekunder

bempa laporan keuangan pemsahaan publik yang diperoleh dari Bursa Efek

Jakarta pada periode 2001-2003. Serta data hasil riset dari The Indonesian

Institute for Corporate Governance yang berupa Corporate Governance

Perception Index yang mengukur implementasi Corporate Governance pada
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perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Dari indeks tersebut rating

atau pemeringkatan disusun. Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh

keterbatasan data tentang penelitian penerapan Corporate Governance pada

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indeks tersebut mempakan satu-satunya

indeks yang dipublikasikan dari hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan di

Indonesia dengan menggunakan instmmen yang telah disesuaikan dengan

ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peneliti sebelumnya yang telah melakukan studi di bidang ini adalah

Khomsiyah G. Indaryanto, 2003, yang menguji simultanitas hubungan penerapan

Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi. Artinya, peneliti

mencoba untuk menguji secara simultan, karena peneliti menganggap bahwa

terdapat kemungkinan bahwa penerapan Corporate Governance dengan

keputusan pengungkapan informasi mempunyai hubungan yang saling

mempengamhi. Berdasarkan teori yang ada, sehamsnya semakin tinggi penerapan

Corporate Governance, yang diukur dengan indeks persepsi Corporate

Governance semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan

pengungkapan informasi dan banyaknya informasi yang diungkapkan. Dua kajian

teoretis dan empiris menjadi dasar pengembangan hipotesis penelitian ini. Kajian

pertama mengaitkan Corporate Governance dengan asimetri informasi, dan kedua

mengidentifikasi hubungan antara pengungkapan informasi dengan asimetri

informasi.

Teori keagenan menunjukkan hubungan antara pihak yang bekerja sama tapi

mempunyai posisi yang berbeda. Yaitu pihak pertama adalah prinsipal (pemilik)
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yang mendelegasikan pekerjaan pada pihak kedua yaitu agen (manajemen) dengan

menggunakan istilah kontrak (Khomsiyah, 2003). Manajemen sebagai pihak yang

diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik hams

mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Dilain pihak,

pemilik sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen

berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial.

Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap

yang berbeda dalam pemberian informasi yang akan digunakan oleh pemilik

untuk memberikan insentif pada manajemen. Hal lain yang membuat

permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko

(Eisenhard, 1989). Manajemen yang mempunyai informasi tentang operasi dan

kinerja pemsahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan informasi

secara menyeluruh atas kepemilikan prinsipal. Sedangkan prinsipal meminta

manajemen memberikan informasi selengkapnya. Akan tetapi keinginan prinsipal

tersebut pada umumnya sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor

seperti : biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko

untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi,

dan sebagainya. Sehingga timbul ketidakseimbangan informasi (information

asymmetry) karena ketiadaan harmonisasi antara manajemen dan pemilik. Kondisi

tersebut memungkinkan adanya konflik antara pemilik dan manajemen. Corporate

Governance mempakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak

yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan Good Corporate

Governance menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak
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pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau

pedoman pelaksanaan Corporate Governance menunjukkan adanya perlindungan

tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang

terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat.

Pengungkapan mempakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi

masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai

upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan

pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam dan

lembaga profesi maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan

pengungkapan minimum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa pemsahaan yang

melaksanakan Corporate Governance akan memberikan lebih banyak informasi,

dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan

ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan Corporate

Governance oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang

diungkap.

Dari uraian diatas, hipotesis yang dimmuskan dalam penelitian ini

mempakan hipotesis altematif, yaitu :

Ho: Tidak terdapat hubungan positif antara Corporate Governance dengan

pengungkapan

Ha: Terdapat hubungan positif antara Corporate Governance dengan

pengungkapan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratoris, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor

yang saling berhubungan antara pelaksanaan Corporate Governance oleh

perusahaan dengan pengungkapan informasi yang bempa laporan tahunan

perusahaan. Pada bab ini penulis akan mengemukakan data-data yang diperlukan

yang meliputi data penelitian, spesifikasi populasi, spesifikasi variabel, analisa

data, hasil analisis dan pengujian hipotesis.

3.1. Data penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data yang bersifat

sekunder, yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

1. Indonesian Capital Market Directory.

Data berupa laporan keuangan tahunan periode 2000 - 2002, yang

telah dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory tahun

2001-2003, memuat Annual Report yang meliputi Neraca dan Laporan

Laba Rugi untuk tahun 2000 - 2002. Hal ini karena pada periode

tersebut data laporan keuangan pemsahaan Go Public dianggap cukup

mewakili, sehingga para pemakai laporan keuangan baik pihak internal

maupun ekstemal dapat mengetahui kemungkinan bahwa penerapan

Corporate Governance dan pengungkapan informasi mempunyai

hubungan yang saling mempengamhi. Bagi pihak ekstemal hal ini

sangat bermanfaat temtama dalam membuat keputusan apakah akan
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melakukan investasi atau tidak pada suatu perusahaan. Bagi pihak

internal ini sangat erat kaitannya dengan pemmusan dan penetapan

kebijakan perusahaan.

2. The Indonesian Institute for Corporate Governance

Data yang bersifat sekunder dari lembaga riset independen The

Indonesian Institute for Corporate Governance yang berupa Corporate

Governance Perception Index dari tahun 2001-2003.

3. Website Jakarta Stock Exchange

3.2. Spesifikasi Populasi

Penelitian ini menggunakan data populasi yang terdiri dari 42 perusahaan.

Pemilihan data populasinya berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pemsahaan yang menerapkan Corporate Governance

2. Pemsahaan yang bersedia disurvei oleh IICG dan masuk dalam

pemeringkatan penerapan Corporate Governance tahun 2001-2003.

3.3. Spesifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas

(Independent Variable) dan variabel terikat (Dependent Variable), (Khomsiyah,

2003).

a. Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini meliputi:

(1) Indeks Pengungkapan ( Edy Subiyantoro, 1997)
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Indeks pengungkapan disini mempakan peraturan mengenai butir

Laporan Keuangan minimum yang hams diungkapkan dalam Laporan

Keuangan yang diatur secara rinci dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Menghitung variabel independen dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

IP=^
K

Keterangan :

IP : Indeks pengungkapan

n : Jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi

K : Jumlah semua butir yang mungkin dipenuhi

Angka indeks maksimum dalam instmmen ini adalah 1. Pemsahaan

yang memiliki angka indeks 1 menunjukkan bahwa pemsahaan

tersebut telah melakukan pengungkapan Laporan Keuangan secara

penuh.

(2) Size atau ukuran pemsahaan

Ukuran pemsahaan dalam penelitian ini dinilai berdasarkan total aktiva

yang dimiliki pemsahaan yang tercantum dalam neraca pemsahaan.

(3) Stmktur Kepemilikan

Stmktur kepemilikan dalam penelitian ini berdasarkan prosentase

kepemilikan non manajer dan kepemilikan masyarakat.

(4) Dewan Komisaris

Dalam hal ini, peneliti menekankan pada komposisi keberadaan

komisaris independen terhadap jumlah selumh dewan komisaris.
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Artinya sekurang-kurangnya 20% anggota dewan komisaris haruslah

merupakan orang luar untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi

musyawarah yang dilakukan dewan komisaris. Pengukurannya dengan

menggunakan variabel dummy, yaitu bemilai 1 jika pemsahaan

memiliki susunan komisaris independen sesuai dengan peraturan BE.I

dan bemilai 0 jika tidak memiliki komisaris independen.

(5) Komite Audit

Keberadaan komite audit mempakan salah satu kriteria penerapan

Good Corporate Governance. Komite audit terdiri dari tiga sampai

dengan lima orang anggota. Para anggota tersebut diambil dari dewan

komisaris, bukan dari dewan direksi, agar objektivitasnya terhadap

manajemen terjaga. Pengukurannya dengan menggunakan variabel

dummy, yaitu bemilai 1 jika perusahaan memiliki susunan komite

audit sesuai dengan peraturan BEJ dan bemilai 0 jika tidak memiliki

komite audit.

(6) Regulasi

Pemsahaan-pemsahaan yang mempunyai tingkat regulasi yang sangat

tinggi, yaitu perbankan akan cendemng menerapkan Corporate

Governance dengan lebih baik. Pengukurannya dengan menggunakan

variabel dummy, yaitu bemilai 1 jika pemsahaan adalah perbankan

atau perusahaan yang memiliki tingkat regulasi yang tinggi dan

bemilai 0 jika tidak memiliki tingkat regulasi yang tinggi atau bukan

perbankan.
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b. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Corporate Governance.

Indeks ini mempakan hasil pemeringkatan atas penerapan Corporate

Governance oleh lembaga riset independen The Indonesian Institute for

Corporate Governance.

3.4. Analisis dan Pengolahan Data

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara

penerapan Corporate Governance dengan pengungkapan informasi. Penelitian ini

mencoba untuk menguji hubungan secara simultan, karena peneliti menganggap

bahwa terdapat kemungkinan bahwa penerapan Corporate Governance dengan

keputusan pengungkapan informasi mempunyai hubungan yang saling

mempengamhi. Indeks Corporate Governance yang tinggi mungkin disebabkan

adanya penerapan transparansi yang baik oleh pemsahaan, atau pengungkapan

informasi yang tinggi mempakan keputusan manajemen yang telah menerapkan

Good Corporate Governance.

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor lain yang mempengaruhi

penerapan Corporate Governance yaitu ukuran pemsahaan dan regulasi. Asumsi

yang menjadi dasar adalah bahwa penerapan Corporate Governance memerlukan

biaya yang besar, dengan demikian pemsahaan yang besar akan lebih mampu

untuk menerapkan Corporate Governance. Pemsahaan yang mempunyai regulasi
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yang sangat tinggi (perbankan) akan cendemng untuk menerapkan Corporate

Governance dengan lebih baik.

Persamaan simultan hubungan antara Corporate Governance dengan

pengungkapan informasi (Khomsiyah, 2003), adalah sebagai berikut:

CGPI =a0+a, IP + a2 REG+ a3 SIZE+ e)t <>>

IP =a0+a, CGPI + a2 SK + a3 DK + a4 KA + a5 SIZE + s2t (2)

Keterangan :

CGPI : Indeks Persepsi Corporate Governance

IP : Indeks Pengungkapan

REG : Regulasi

SK : Stmktur Kepemilikan

DK : Komposisi Dewan Komisaris

KA : Keberadaan Komite Audit

SIZE : Ukuran Perusahaan

a : Intersep model

s : Error term model

Berdasarkan persamaan simultan diatas, maka peneliti menggunakan

beberapa pengujian sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Pengujian ini untuk menentukan nilai minimum, nilai maksimum, rata-

rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan

dependen.
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2. Korelasi Sederhana

Pengujian ini untuk menentukan korelasi antara variabel independen dan

dependen, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sesuai dengan

hipotesis yaitu, implementasi Corporate Governance mempunyai

hubungan dengan pengungkapan informasi.

3. Analisis Two Stage Least Square

Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat

simultanitas antara dua persamaan diatas yaitu dengan menggunakan

pengujian Hausman. Bila dengan pengujian spesifikasi Hausman ini

diketahui adanya simultanitas, maka metode two stage least square

(2SLS) akan memberikan estimator yang efisien dan konsisten.

Pengujian Hausman dilakukan untuk menguji eksogenitas variabel

Corporate Governance dan pengungkapan informasi.

Analisis Regresi dua tahap dengan menggunakan program SPSS 10, yaitu

tahap pertama adalah melakukan regresi indeks pengungkapan (IP) terhadap

indeks persepsi Corporate Governance dan selumh variabel eksogen dalam

persamaan (1) dan (2). Tahap kedua melakukan regresi untuk persamaan (1)

dengan menggunakan fitted value IP dari hasil regresi tahap pertama. Prosedur

yang sama dilakukan untuk regresi persamaan (2).

Persamaan uji Hausman dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

CGPI = ao + at IP + a2 S3t a)

IP = a0 + ai CGPI + a2 S4t (4)



Ketera:ngan :

oc0 : Konstanta

ai : Koefisien Regresi

A

IP : Nilai Taksiran IP

£3t : Nilai Residu IP

ICG : Nilai Taksiran CGPI
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841 : Nilai Residu CGPI

3.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan Corporate

Governance (yang dilihat dari indeks Corporate Governance) memiliki hubungan

yang signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi yang dikeluarkan oleh

perusahaan.

Pengujian secara parsial dipergunakan untuk mengetahui apakah koefisien

regresi variabel independen (X) hasil estimasi secara individual memiliki

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Langkah-Iangkah pengujian

adalah sebagai berikut:

a. Memmuskan hipotesis statistik

Ho : P = 0 ; variabel independen secara individual tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen.

Ha : P f 0 ; variabel independen secara individual berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependen.
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b. Menetapkan level of significant sebesar 95% atau a = 5% dengan

degree of freedom (df) = n-k-1 untuk mengetahui nilai t tabei pada

daerah penerimaan dan penolakan Ho.

c. Perhitungan nilai t dengan program SPSS.

d. Pengambilan keputusan melalui perbandingan antara thitUng dengan ttabei

sebagai berikut:

-1 tabei < t hitung < t tabei : berarti menerima Ho dan menolak Ha

-1 tabei > -1 hitung ; t hitung > t tabei : berarti menolak Ho dan menerima Ha

e. Kesimpulan :

Apabila t hitung > t tabei maka Ha diterima, dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara

Corporate Governance dengan pengungkapan.

Apabila -t tabei < t hitung < t tabei dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat hubungan positif antara Corporate Governance

dengan pengungkapan.



43

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4. 1 Statistik Deskriptif

4.1.1 Corporate Governance Perception Index

Corporate Governance Perception Index adalah hasil pemeringkatan atas

penerapan Corporate Governance atau survey implementasi Corporate

Governance pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta,

yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance.

Berikut adalah pemsahaan yang menjadi sample dalam penelitian ini :

Tabei 4.1

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2001

no. PERUSAHAAN

Timah

Astra Internasional

Aneka Tambang

10

11

Bank BCA

CGPI

78,94

77,19

Bank CIC

Medco Energi Internasional
Metrodata Electronic

Matahari Putra Prima

Kalbe Farma

Bimantara Citra

Astra Graphia
12

13

Dankos Laboratories

76,56

75,88

70,75

69,56

66,13

66,06

65,19

65,13

65,00

14

15

16

17 Lautan Luas

18

19

20

21

22

Bank Bll

Citra Marga Nusapala Persada
Charoen Pokphand Indonesia
Komatsu Indonesia

Astra Otoparts

Makindo

United Tractor

Gajah Tunggal

Bahtera Adimina Samodera

64,75

63,88

63,25

61,94

59,44

58,88

58,76

55,13

53,88

51,31

48,94



Tabei 4.2

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2002
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no. PERUSAHAAN CGPI

1 Bank BCA 90,46

2 Bank Universal 89,05

3 Bank Niaga 88,55

4 Kalbe Farma 88,42

5 Astra Internasional 87,95

6 Bank Lippo 87,43

7 Bank BNI 87,00

8 Unilever Indonesia 86,93

9 Bimantara Citra 85,31

10 Dankos Laboratories 85,17

Tabei 4.3

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2003

no. PERUSAHAAN CGPI

1 Astra Internasional 81,20

2 Unilever Indonesia 76,86

3 Astra Graphia 76,76

4 Medco Energi Internasional 74,86

5 Bank Niaga 74,16

6 Kalbe Farma 72,84

7 Dankos Laboratories 72,46

8 Bank Bumiputera indonesia 70,70

9 BFI Finance Indonesia 68,60

10 Bimantara Citra 68,56



4.1.2 Data Statistik Deskriptif

Tabei 4.4

Statistik Deskriptif

45

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

ICG 42 48.94 90.46 72.1624 11.428

IW 42 .52 0.99 0.9160 8.32E-02

IS 42 .23 0.93 0.7131 0.1506

REG 42 0 1 0.2381 0.4311

KNM 42 .06 99.12 66.60667 21.28275

PUBLIK 42 .88 81.82 29.67405 16.70586

DK 42 0 1 0.78571 0.41530

KA

SIZE

Valid N (listwise)

42

42

42

0

3.99171E+11

1

1.29053E+13

0.80952

1.40748E+13

0.39744

1.86709E+13

Tabei 4 menyajikan statistik deskriptif variabel dependen dan

independen. Berdasarkan 42 pemsahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

rata-rata indeks corporate governance sebesar 72,16% dengan indeks maksimum

sebesar 90,46% dan nilai minimum 48,94%. Rata-rata indeks pengungkapan

wajib sebesar 91,6%, dengan nilai maksimum sebesar 99% dan nilai minimum

sebesar 52%. Rata-rata indeks pengungkapan sukarela sebesar 71,31% dengan

nilai maksimum sebesar 93% dan minimum 23%. Kepemilikan saham

maksimum oleh non manajer sebesar 99,12% dan minimum sebesar 0,06%.

Rata-rata kepemilikan saham oleh non manajer sebesar 66,6% hal ini berarti

rata-rata kepemilikan saham oleh manajer sebesar 33,4%. Kepemilikan oleh

masyarakat atau publik menunjukkan rata-rata sebesar 29.67%, maksimum

81,82% dan minimum 0,88%. Sedangkan rata-rata total aktiva sebagai proksi

ukuran perusahaan menunjukkan nilai sebesar 14.074.812 juta dengan nilai

maksimum 12.905.315 juta dan nilai minimum sebesar 399.171 juta.
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4.2.1 Hubungan CGPI dan Indeks Pengungkapan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hubungan

antara penerapan Corporate Governance dengan pengungkapan

informasi. Tabei 4.5 menunjukkan korelasi antara variabel independen

dan variabel dependen.

a. Sesuai dengan hipotesis, implementasi Corporate Governance

mempunyai hubungan dengan pengungkapan informasi, baik secara

wajib maupun sukarela. Artinya tingginya kualitas informasi

akuntansi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menerapkan

Corporate Governance tersebut sangat berkaitan dengan tingkat

kelengkapan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam

penerapan Corporate Governance yaitu menjamin adanya pemberian

informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders serta

pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap

permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

b. Regulasi secara positif berhubungan secara signifikan dengan indeks

Corporate Governance. Artinya penerapan Good Corporate

Governance merupakan kepatuhan terhadap regulasi yang

dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bapepam. Hal ini berarti sesuai

dengan prinsip responsibilitas dalam penerapan Corporate

Governance yaitu tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari

masyarakat kepada stakeholders dan lingkungan dimana pemsahan

itu berada untuk mengungkapkan informasinya untuk mematuhi
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peraturan-peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap

kebutuhan-kebutuhan sosial.

c. Struktur kepemilikan non manajer dan kepemilikan publik tidak

berhasil memberikan bukti adanya korelasi dengan indeks Corporate

Governance dan indeks pengungkapan baik wajib maupun sukarela.

Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam penerapan

Corporate Governance karena seharusnya pemsahaan dengan

stmktur kepemilikan masyarakat yang tinggi, cendemng untuk

memberikan pengungkapan yang lebih banyak.

d. Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit hanya

berhubungan dengan indeks Corporate Governance. Hal ini sesuai

prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam penerapan Corporate

Governance yaitu menekankan pada pentingnya penciptaan sistem

pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian

kekuasaan antara dewan komisaris, manajemen, pemegang saham,

dan auditor yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian

terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak

sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak

berkepentingan lainnya.

e. Ukuran pemsahaan secara positif berhubungan secara signifikan

dengan indeks Corporate Governance, sesuai dengan asumsi

dasarnya yaitu penerapan Corporate Governance memerlukan biaya

yang besar, dengan demikian pemsahaan yang besar akan lebih
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mampu menerapkan Corporate Governance dengan lebih baik.

Ukuran perusahaan terbukti mempunyai hubungan yang signifikan

pada tingkat 1% dengan indeks pengungkapan sukarela, tetapi tidak

mempunyai hubungan dengan indeks pengungkapan wajib. Artinya,

tinggi rendahnya kualitas informasi akuntansi yang diproksikan

dengan tingkat kelengkapan, tidak mempunyai hubungan dengan

besar kecilnya ukuran pemsahaan.

4.3 Analisis Regresi menggunakan Two Stage Least Square

4.3.1 Indeks Pengungkapan Wajib

4.3.1.1 Analisis Persamaan I

Gujarati (1995:670) menyatakan, jika tidak terdapat masalah

simultanitas, estimator ordinary least square (OLS) akan menghasilkan

estimator yang efisien dan konsisten. Namun jika terdapat simultanitas,

metode two stage least square (2SLS) akan memberikan estimator yang

efisien dan konsisten. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui

masalah simultanitas tersebut. Berdasarkan pengujian spesifikasi

Hausman (tabei 4.6) untuk indeks pengungkapan wajib, penelitian ini

menunjukkan adanya hubungan yang simultan antara indeks Corporate

Governance dengan indeks pengungkapan wajib, dengan nilai t sebesar

3.184 (p=0.003). dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya

hubungan simultan.



Tabei 4.6

Uji Simultanitas

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Model B Std.

Error

Beta

1
(Constant) 47.013 8.057 5.835 .000

Fit for CGPI
from 2SLS

.349 .109 .450 3.184 .003

Dependent Variable : CGPI

Tabei 4.7

Pengujian simultan Indeks Corporate Governance dengan Indeks Wajib

CGPI ao + a, IW + a2 REG + a3 SIZE + su (i)

a0 a. a2 a3

Koefisien 28.177 45.566 4.103 9.04 IE-14

t-statistics 1.576

(.123)

2.302

(.027)

.880

(.384)

1.308

(.199)

Dependent variable : CGPI
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Tabei 4.7 menunjukkan hasil pengujian dengan metode two stage least

square (2SLS). Hasil pengujian terhadap persamaan (1) menunjukkan bahwa

indeks pengungkapan wajib mempengamhi indeks Corporate Governance.

Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang diberikan oleh

pemsahaan dalam laporan keuangan tahunan, semakin tinggi pula tingkat

implementasi Corporate Governance oleh perusahaan demikian juga sebaliknya.

Indeks Corporate Governance yang tinggi disebabkan adanya penerapan

transparansi yang baik oleh pemsahaan. Hal ini sesuai dengan yang

diprediksikan sebelumnya bahwa Corporate Governance mempakan upaya
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untuk melindungi investor dari adanya asimetri informasi yang dapat dilihat dari

tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Variabel regulasi tidak mampu membuktikan bahwa variabel tersebut

mempengaruhi indeks Corporate Governance. Hasil uji t menunjukkan nilai t

hitung lebih kecil dari t tabelnya, ini berarti bahwa variabel tidak signifikan

dengan taraf 5 %. Hal ini bertentangan dengan asumsi dasamya, yaitu

perusahaan yang mempunyai tingkat regulasi yang tinggi akan menerapkan

Corporate Governance dengan lebih baik. Selain itu asumsi dasar bahwa ukuran

pemsahaan dapat mempengamhi indeks Corporate Governance, juga tidak dapat

dibuktikan dalam regresi persamaan (1). Penelitian ini tidak memberikan

dukungan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini mungkin

disebabkan perbedaan pengukuran atas proksi ukuran pemsahaan.

4.3.1.2 Analisis Persamaan II

Tabei 4.8

Pengujian Simultan Indeks Corporate Governance dengan Indeks wajib

IW = a0 + a, CGPI + a2 SK + a3 DK + a4 KA + a5 SIZE + e2, (2)

ct0 a. a2 a3 a4 a5

Koefisien .5266 .0042 .0015 -.0802 .0213 -2.1079E-17

t-statistics 3.489

(.001)

2.504

(.015)

1.076

(.290)

-1.007

(.321)

.254

(.801)

-.038

(.970)

Dependent variable : IW

Hasil estimasi persamaan (2) juga mendukung hipotesis. Sebagaimana

yang diprediksi sebelumnya menunjukkan bahwa Indeks Corporate Governance

mempengamhi indeks pengungkapan wajib. Hasil uji t menunjukkan nilai t
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hitung lebih besar dari t tabelnya, ini berarti bahwa variabel signifikan dengan

taraf 5 %. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi yang

dibenkan perusahaan atau semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh

perusahaan, semakin tinggi pula tingkat implementasi Corporate Governance.

Dengan kata lain bahwa Corporate Governance merupakan upaya untuk

melindungi investor dari adanya asimetri informasi yang dapat dilihat dari

tingkat pengungkapan informasi yang dibenkan oleh pemsahaan. Variabel

komposisi kepemilikan saham oleh publik terbukti tidak mempengaruhi indeks

pengungkapan wajib. Hal ini bertentangan dengan asumsi dasar yang

menyatakan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh masyarakat,

semakin tinggi pengungkapan yang harus diberikan oleh perusahaan. Seperti

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003), keberadaan

komite audit dan dewan komisaris independen juga tidak terbukti mempengaruhi

indeks pengungkapan wajib. Selain itu, total aktiva sebagai proksi ukuran

pemsahaan juga tidak mampu mempengaruhi indeks pengungkapan wajib.

Penelitian ini juga tidak memberikan dukungan terhadap penelitian-penelitian

sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan pengukuran atas proksi

ukuran pemsahaan.

4.3.2 Indeks Pengungkapan Sukarela

4.3.2.1 Analisis Persamaan I

Berdasarkan pengujian spesifikasi Hausman untuk indeks

pengungkapan sukarela, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan
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yang simultan antara indeks Corporate Governance dengan indeks

pengungkapan sukarela, dengan nilai t sebesar 2.847 (p=0.007). Dengan

demikian, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan simultan.

Tabei 4.9

Uji Simultanitas

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Model B Std.

Error

Beta

1 (Constant) 34.683 13.265 2.615 .013

Fit for CGPI
from 2SLS

.519 .182 .410 2.847 .007

Dependent Variable : CGPI

Tabei 4.10

Pengujian Simultan Indeks Corporate Governance dengan Indeks Sukarela

CGPI = a0 + a, IS + a2 REG + a3 SIZE + sh (i)

ceo Oil cc2 oc3

Koefisien 56.520 18.942 3.083 9.952E-14

t-statistics 6.541

(.000)

1.494

(.143)

.593

(.557)

1.392

(.172)

a. Dependent variable : CGPI

Tabei 4.10 menunjukkan hasil pengujian dengan metode two stage least

square (2SLS). Hasil pengujian terhadap persamaan (1) menunjukkan bahwa

semua variabel independen tidak terbukti dapat mempengamhi indeks Corporate

Governance. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Corporate

Governance yaitu transparansi dan responsibilitas. Tingkat kelengkapan yang

mempakan kualitas informasi yang dikeluarkan pemsahaan adalah salah satu

bentuk dari prinsip Corporate Governance, namun dalam penelitian ini tidak
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mampu membuktikan bahwa tingkat pengungkapan sukarela yang diberikan oleh

perusahaan dalam laporan keuangan tahunan, akan mempengamhi tingkat

implementasi Corporate Governance. Begitu pula dengan regulasi dan ukuran

perusahaan tidak mempengamhi indeks Corporate Governance. Padahal

seharusnya kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi indeks Corporate

Governance, karena prinsip responsibilitas dalam penerapan Corporate

Governance adalah tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat

kepada stakeholders dan lingkungan dimana pemsahan itu berada untuk

mengungkapkan informasinya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku

dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam hal ini kepatuhan

terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bapepam.

4.3.2.2 Analisis Persamaan II

Tabei 4.11

Pengujian Simultan Indeks Corporate Governance dengan Indeks Sukarela

IS =a0+a, CGPI + a2 SK + a3 DK + a4 KA + a5 SIZE + c2t (2)

a0 di a2 a3 a4 a5

Koefisien .2223 .0059 .0021 .0956 -.2179 -1.397E-17

t-statistics .892

(.379)

2.179

(.036)

.889

(.380)

.727

(.472)

-1.577

(.124)

-.015

(.988)

Dependentvariable : IS

Hasil estimasi persamaan (2) juga mendukung hipotesis. Sebagaimana

yang diprediksi sebelumnya menunjukkan bahwa Indeks Corporate Governance

mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela. Hal ini berarti semakin tinggi

tingkat implementasi Corporate Governance semakin tinggi pula tingkat
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pengungkapan sukarela yang diberikan perusahaan yang berupa pengungkapan

butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh pemsahaan tanpa dihamskan

oleh peraturan yang berlaku. Penelitian ini sesuai dengan teori dan hipotesis

sebelumnya. Sedangkan variabel-variabel lain dalam persamaan (2) terbukti

tidak mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela. Variabel komposisi

kepemilikan saham oleh publik yang diprediksikan mampu mempengamhi

hubungan positif dengan pengungkapan, temyata sebaliknya. Sehingga asumsi

bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh masyarakat, semakin tinggi

pengungkapan yang hams diberikan oleh pemsahaan, tidak dapat diberlakukan

dalam penelitian ini.

Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit sebagai salah

satu proksi dari prinsip akuntabilitas juga tidak mampu memberikan bukti dapat

mempengamhi indeks pengungkapan sukarela. Artinya, penciptaan sistem

pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dan

komite audit tidak mempengamhi tingkat pengungkapan sukarela yang diberikan

oleh perusahaan. Seperti penelitian-penelitian sebelumnya ukuran pemsahaan

dalam penelitian ini juga tidak mampu membuktikan adanya pengamh terhadap

indeks pengungkapan sukarela.

4.4 Diskusi Hasil dan Implementasi Manajerial

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah

penerapan Good Corporate Governance mempunyai hubungan dengan

pengungkapan informasi yang di lakukan oleh pemsahaan dalam laporan
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keuangan tahunan. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Khomsiyah (2003), yang menyatakan semakin tinggi indeks

persepsi Corporate Governance suatu pemsahaan yang menerapkan Good

Corporate Governance, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan

informasinya. Analisis korelasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini

menyatakan bahwa penerapan Good Corporate Governance mempunyai

hubungan dengan pengungkapan informasi baik wajib maupun sukarela.

Pemsahaan-pemsahaan yang melaksanakan Corporate Governance akan

memberikan lebih banyak informasi, sebagai wujud tanggung jawab kepada

stakeholders yang menggunakan laporan keuangan dalam proses pengambilan

keputusarmya.

Analisis regresi two stage least square yang telah dilakukan terhadap

indeks pengungkapan wajib dan indeks persepsi Corporate Governance

menyatakan bahwa diantara keduanya ada hubungan yang saling mempengamhi.

Artinya tingginya indeks persepsi Corporate Governance dipengaruhi oleh

tingkat pengungkapan wajib yang dikeluarkan oleh pemsahaan sesuai dengan

peraturan Bapepam. Begitu juga sebaliknya, tingginya indeks pengungkapan

wajib juga dipengamhi oleh tingginya penerapan Good Corporate Governance

oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan ingin mengurangi

asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (pemilik

pemsahaan). Oleh karena itu Corporate Governance mempakan suatu cara untuk

menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk stakeholders.
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Penerapan Good Corporate Governance menuntut adanya perlindungan yang

kuat terhadap hak-hak pemegang saham, temtama pemegang saham minoritas.

Sedangkan analisis regresi two stage least square terhadap indeks

pengungkapan sukarela dan indeks persepsi Corporate Governance terbukti

hanya indeks Corporate Governance yang dapat mempengamhi indeks

pengungkapan sukarela. Sedangkan indeks pengungkapan sukarela tidak terbukti

dapat mempengaruhi indeks Corporate Governance. Artinya tingginya

penerapan Good Corporate Governance oleh perusahaan dapat mempengamhi
tingkat pengungkapan sukarela yang dituangkan dalam butir-butir yang

diungkapkan secara sukarela oleh pemsahaan tanpa dihamskan oleh peraturan

yang berlaku. Sedangkan penerapan Good Corporate Governance oleh
pemsahaan tidak terbukti mampu mempengamhi tingkat pengungkapan sukarela

yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini bertentangan dengan teori tentang

prinsip-prinsip dalam Corporate Governance yaitu transparansi dan

responsibilitas, selain itu juga tidak mendukung penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Sabeni (2002) yang menyatakan bahwa penerapan Good

Corporate Governance oleh perusahaan dapat mempengamhi luas

pengungkapan sukarela.

Tingkat kelengkapan yang merupakan kualitas informasi yang

dikeluarkan pemsahaan melebihi peraturan yang disyaratkan oleh Bapepam

adalah salah satu bentuk dari prinsip Corporate Governance. Namun bila

pengungkapan itu terlalu banyak maka akan memiliki kesan penyajian informasi

secara melimpah, sehingga beberapa pihak justm berpendapat tidak baik.
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Informasi yang terlalu melimpah akan mengungkapkan detail-detail yang tidak

begitu penting justm akan menutup informasi yang signifikan dan menyebabkan

Laporan Keuangan sulit untuk diinterpretasikan. Dampak negatif lain dari

pengungkapan yang meluas adalah pada kompetisi yang dinamis dalam pasar

produk. Tersebamya informasi penting (proprietary information) dalam hal

strategi dan rencana pemsahaan dapat memgikan posisi kompetitif pemsahaan

sendiri. Oleh karena itu sebaiknya pemsahaan lebih mengutamakan

pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan Bapepam, karena dalam

pengungkapan wajib ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam

Laporan Keuangan dengan benar dan relevan untuk memenuhi kebutuhan

pemakai Laporan Keuangan lain dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah data yang terbatas pada

pemsahaan-pemsahaan yang masuk dalam rating Corporate Governance

Perception Index. Karena tidak semua pemsahaan yang terdaftar di BEJ bersedia

disurvey oleh IICG. Selain itu ada beberapa hal lain yang tumt membatasi hasil

pengujian dalam penelitian ini, yaitu terbatasnya publikasi rating Corporate

Governance Perception Index yang dikeluarkan oleh IICG. Oleh karena itu

peneliti menyarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih

mengembangkan penelitian ini dengan data sampel yang lebih besar dan

mengkaji pengaruhnya terhadap kebijakan pemsahaan dalam mengungkap

informasi dalam laporan tahunan, baik pengungkapan wajib, sukarela maupun

agregat.
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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Korelasi Sederhana

a. Analisis ini menunjukkan adanya hubungan antara implementasi

Corporate Governance dengan pengungkapan informasi baik wajib

maupun sukarela. Pemsahaan-pemsahaan yang melaksanakan

Corporate Governance akan memberikan lebih banyak informasi

dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang

diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin

baik pelaksanaan Corporate Governance oleh suatu perusahaan,

maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Demikianjuga

sebaliknya, pemsahaan-pemsahaan yang memberikan pengungkapan

yang tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa

implementasi prinsip transparansi dalam Corporate Governance

pada pemsahaan tersebut semakin baik.

b. Faktor regulasi juga sangat penting dalam mempengamhi penerapan

Corporate Governance temtama untuk memenuhi prinsip

responsibilitas yaitu tanggungjawab pemsahaan sebagai bagian dari

masyarakat kepada stakeholders dan lingkungan. Dalam hal ini
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tanggungjawab kepada Bapepam sebagai regulator. Pemsahaan-

pemsahaan yang mempunyai tingkat regulasi yang sangat tinggi

(perbankan) akan cendemng untuk menerapkan Corporate

Governance dengan lebih baik.

c. Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit sebagai

implementasi Corporate Governance temtama prinsip keadilan dan

akuntabilitas berhasil membuktikan adanya hubungan yang

signifikan dengan indeks Corporate Governance. Tetapi tidak

mampu membuktikan adanya hubungan yang positif dengan indeks

pengungkapan baikwajib maupun sukarela.

d. Ukuran pemsahaan secara positif berhubungan dengan indeks

Corporate Governance dan pengungkapan sukarela. Hal ini sesuai

dengan asumsi dasamya yaitu penerapan Corporate Governance

memerlukan biaya yang besar, dengan demikian pemsahaan yang

besar akan lebih mampu menerapkan Corporate Governance dengan

lebih baik. Sedangkan ukuran perusahaan tidak terbukti berhubungan

secara positif dengan indeks wajib.

e. Stmktur kepemilikan non manajer dan kepemilikan publik tidak

berhasil memberikan bukti adanya korelasi dengan indeks Corporate

Governance dan indeks pengungkapan baik wajib maupun sukarela.
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2. Analisis Regresi menggunakan Two Stage Least Square

Penelitian ini terbukti menunjukkan adanya hubungan yang

simultan antara indeks Corporate Governance dengan indeks

pengungkapan wajib maupun sukarela.

a. Indeks pengungkapan wajib

Hasil pengujian terhadap persamaan (1) menunjukkan bahwa indeks

pengungkapan wajib mempengaruhi indeks Corporate Governance.

Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang

diberikan oleh pemsahaan dalam laporan keuangan tahunan, semakin

tinggi pula tingkat implementasi Corporate Governance oleh

pemsahaan demikian juga sebaliknya. Tetapi variabel regulasi dan

ukuran pemsahaan tidak terbukti dapat mempengaruhi indeks

Corporate Governance. Sedangkan hasil pengujian terhadap

persamaan (2) menyatakan Indeks Corporate Governance

mempengamhi indeks pengungkapan wajib. Tetapi variabel stmktur

kepemilikan publik, keberadaan dewan komisaris independen,

keberadaan komite audit dan ukuran pemsahaan tidak terbukti dapat

mempengaruhi indeks pengungkapan wajib.

b. Indeks pengungkapan sukarela

Hasil pengujian terhadap persamaan (1) menunjukkan bahwa indeks

pengungkapan sukarela, regulasi dan ukuran pemsahaan tidak terbukti

dapat mempengaruhi indeks Corporate Governance. Sedangkan hasil

pengujian terhadap persamaan (2) menyatakan Indeks Corporate
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Governance mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela. Tetapi

variabel stmktur kepemilikan publik, keberadaan dewan komisaris

independen, keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan tidak

terbukti dapat mempengamhi indeks pengungkapan sukarela.

5.2 Saran dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat hubungan

antara penerapan Corporate Governance dengan pengungkapan informasi

dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Laporan keuangan mempakan

informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pengambilan

keputusan oleh para stakeholders tetapi informasi yang lebih bermanfaat

dalam pengambilan keputusan adalah bila Corporate Governance benar-

benar diimplementasikan oleh setiap pemsahaan, sebab semakin tinggi

indeks implementasi Corporate Governance, semakin banyak informasi

yang diungkapkan oleh pemsahaan dalam laporan tahunan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah data yang terbatas pada

pemsahaan-pemsahaan yang masuk dalam rating Corporate Governance

Perception Index. Karena tidak semua pemsahaan yang terdaftar di BEJ

bersedia disurvey oleh IICG. Selain itu ada beberapa hal lain yang mungkin

ikut membatasi hasil pengujian dalam penelitian ini, yaitu terbatasnya

publikasi rating Corporate Governance Perception Index yang dikeluarkan
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LAMPIRAN 3

Two-stage Least Squares CGPI - Indeks Wajib

MODEL: MOD_5.

Equation number: 1

Dependent variable.. ICG

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .34608
R Square .11977

Adjusted R Square .09776
Standard Error 14.19125

Analysis of Variance:

DF Sum of Squares Mean Square

Regression 1 1096.1083 1096.1083
Residuals 40 8055.6677 201.3917

F = 5.44267 Signif F = .0248

Variables in the Equation

Variable B SE B Beta T Sig T

IW 177.173465 75.943869 1.290347 2.333 .0248

(Constant) -90.120076 69.595426 -1.295 .2028

Correlation Matrix of Parameter Estimates

IW

IW 1.0000000

The following new variables are being created:

Name Label

FIT_1 Fit for ICG from 2SLS, M0D_5 Equation 1
ERR 1 Error for ICG from 2SLS, MOD 5 Equation 1



LAMPIRAN 4

Regression Uji Hausman : CGPI - Indeks Wajib

Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1
Fit for CGPI

from 2SLS,
MOD_5 a
Equation 1

Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CGPI

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of

the Estimate

1 .450a .202 .182 10.3340

a. Predictors: (Constant), Fit for CGPI from 2SLS, MOD_5 Equation 1

ANOVAb

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Siq.
1 Regression

Residual

Total

1082.840

4271.683

5354.523

1

40

41

1082.840

106.792

10.140 .003a

a. Predictors: (Constant), Fit for CGPI from 2SLS, MOD_5 Equation 1

b. Dependent Variable: CGPI

Coefficients3

Model

Unstandardized

Coefficients

Stand

ardize

d

Coeffi

cients

t Siq.B Std. Error Beta

1 (Constant)

Fit for CGPI from

2SLS, MOD_5
Equation 1

47.013

.349

8.057

.109 .450

5.835

3.184

.000

.003

a. Dependent Variable: CGPI



LAMPIRAN 5

Two-stage Least Squares Indeks Wajib - CGPI

MODEL: MOD_l.

Equation number: 1

Dependent variable.. IW

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .29756
R Square .08854

Adjusted R Square .06575
Standard Error .07561

Analysis of Variance:

DF Sum of Squares Mean Square

Regression 1 .02221547 .02221547
Residuals 40 .22868988 .00571725

F = 3.88569 Signif F = .0556

Variables in the Equation

Variable B SE B Beta T Sig T

ICG .002647 .001343 .363435 1.971 .0556

(Constant) .724947 .097597 7.428 .0000

Correlation Matrix of Parameter Estimates

ICG

ICG 1.0000000

The following new variables are being created:

Name Label

FIT_1 Fit for IW from 2SLS, MOD_l Equation 1
ERR_1 Error for IW from 2SLS, MOD 1 Equation 1



LAMPIRAN 6

Regression Housman Indeks Wajib - CGPI

Variables Entered/Removed13

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 Fit for IW

from 2SLS,
MOD_1 a
Equation 1

Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IW

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of

the Estimate

1 450a .202 .182 7.526E-02

a. Predictors: (Constant), Fit for IW from 2SLS, MOD_1 Equation 1

Model

1

ANOVAb

Sum of

Squares df Mean Square
Regression 5.744E-02 1 5.744E-02

Residual .227 40 5.664E-03

Total .284 41

10.140

a. Predictors: (Constant), Fit for IW from 2SLS, MOD_1 Equation 1

b. Dependent Variable: IW

Coefficients3

Sig.
.003a

Model

Unstandardized

Coefficients

Stand

ardize

d

Coeffi

cients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant)

Fit for IW from 2SLS,
MOD_1 Equation 1

-.217

1.237

.356

.389 .450

-.611

3.184

.545

.003

a. Dependent Variable: IW



LAMPIRAN 7

Regression CGPI - Indek Wajib

Variables Entered/Removed6

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 SIZE, IW,
REG

Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CGPI

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .554a .307 .253 9.8795

a. Predictors: (Constant), SIZE, IW, REG

ANOVA"

Sum of

Model Squares df Mean Square F Siq.
1 Regression 1645.568 3 548.523 5.620 ,003a

Residual 3708.955 38 97.604

Total 5354.523 41

a. Predictors: (Constant), SIZE, IW, REG

b. Dependent Variable: CGPI

Coefficients3

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Siq.B Std. Error Beta

1 (Constant) 28.177 17.882 1.576 .123

IW 45.566 19.795 .332 2.302 .027

REG 4.103 4.662 .155 .880 .384

SIZE 9.041E-14 .000 .227 1.308 .199

a. Dependent Variable: CGPI



LAMPIRAN 8

Regression Indeks Wajib

Variables Entered/Removed13

Model

Variables

Entered
Variables

Removed Method

1 SIZE, KNM, KA,
REG, CGPI,a
PUBLIK, DK

Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IW

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of

the Estimate

1 ,543a .295 .149 7.677E-02

a. Predictors: (Constant), SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK

ANOVA6

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Siq.
1 Regression

Residual

Total

8.365E-02

.200

.284

7

34

41

1.195E-02

5.893E-03

2.028 080a

a. Predictors: (Constant), SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK

b Dependent Variable: IW

Coefficients3

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Siq.B Std. Error Beta

1 (Constant) .5266 .151 3.489 .001

CGPI ,0042 .002 .575 2.549 .015

REG ,0499 .042 .258 1.195 .240

KNM ,0011 .001 .290 1.066 .294

PUBLIK ,0015 .001 .310 1.076 .290

DK -,0802 .080 -.400 -1.007 .321

KA ,0213 .084 .102 .254 .801

SIZE -2.1079E-17 .000 -.007 -.038 .970

a. Dependent Variable: IW



LAMPIRAN 9

Two-stage Least Squares CGPI - Indeks Sukarela

MODEL: MOD_6.

Equation number: 1

Dependent variable.. CGPI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .39992
R Square .15993
Adjusted R Square .13893
Standard Error 11.42906

Analysis of Variance:

DF Sum of Squares Mean Square

Regression 1 994.7383 994.73829
Residuals 40 5224.9383 130.62346

F = 7.61531 Signif F = .0087

Variables in the Equation

Variable B SE B Beta T Sig T

IS 59.960169 21.727963 .790339 2.760 .0087

(Constant) 29.405070 15.594148 1.886 .0666

Correlation Matrix of Parameter Estimates

IS

IS 1.0000000

The following new variables are being created:

Name Label

FIT_2 Fit for ICG from 2SLS, MOD__6 Equation 1
ERR 2 Error for ICG from 2SLS, MOD 6 Equation 1



LAMPIRAN 10

Regression Hausman : CGPI - Indeks Sukarela

Variables Entered/Removed*5

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1
Fit for CGPI

from 2SLS,
MOD_6 a
Equation 1

Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CGPI

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of

the Estimate

1 .410a .168 .148 10.5503

a. Predictors: (Constant), Fit for CGPI from 2SLS, MOD_6 Equation 1

ANOVAb

Sum of

Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 902.204 1 902.204 8.105 .007a

Residual 4452.319 40 111.308

Total 5354.523 41

a. Predictors: (Constant), Fit for CGPI from 2SLS, MOD_6 Equation 1

b. Dependent Variable: CGPI

Coefficients3

Model

Unstandardized

Coefficients

Stand

ardize

d

Coeffi

cients

t Siq.B Std. Error Beta

1 (Constant)

Fit for CGPI from

2SLS, MOD_6
Equation 1

34.683

.519

13.265

.182 .410

2.615

2.847

.013

.007

a. Dependent Variable: CGPI



LAMPIRAN 11

Two-stage Least Squares Indeks Sukarela - CGPI

MODEL: MOD_2.

Equation number: 1

Dependent variable.. IS

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .30841
R Square .09512
Adjusted R Square .07249
Standard Error .13912

Analysis of Variance:

DF Sum of Squares Mean Square

Regression 1 .08137855 .08137855

Residuals 40 .77418405 .01935460

F - 4.20461 Signif F = .0469

Variables in the Equation

Variable B SE B Beta T Sig T

CGPI .005066 .002471 .384337 2.051 .0469

(Constant) .347523 .179571 1.935 .0600

Correlation Matrix of Parameter Estimates

CGPI

CGPI 1.0000000

The following new variables are being created:

Name Label

FIT_2 Fit for IS from 2SLS, M0D_2 Equation 1
ERR 2 Error for IS from 2SLS, MOD 2 Equation 1



LAMPIRAN 12

Regression Housman Indeks Sukarela - CGPI

Variables Entered/Removed*1

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 Fit for IS

from 2SLS,
MOD_2 a
Equation 1

Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IS

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of

the Estimate

1 .450a .202 .182 7.526E-02

a. Predictors: (Constant), Fit for IS from 2SLS, MOD_2 Equation 1

ANOVAb

Sum of

Model Squares df Mean Square F Siq.
1 Regression 5.744E-02 1 5.744E-02 10.140 003a

Residual .227 40 5.664E-03

Total .284 41

a. Predictors: (Constant), Fit for IS from 2SLS, MOD_2 Equation 1

b. Dependent Variable: IS

Coefficients3

Model

Unstandardized

Coefficients

Stand

ardize

d

Coeffi

cients

t Siq.B Std. Error Beta

1 (Constant)

Fit for IS from 2SLS,
MOD_2 Equation 1

.455

.646

.145

.203 .450

3.132

3.184

.003

.003

a. Dependent Variable: IS



LAMPIRAN 13

Regression CGPI - Indeks Sukarela

Variables Entered/Removed13

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 SIZE. IS,
REG

Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CGPI

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of

the Estimate

1 .505a .255 .196 10.2490

a. Predictors: (Constant), SIZE, IS, REG

ANOVAb

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Siq.
1 Regression

Residual

Total

1362.913

3991.610

5354.523

3

38

41

454.304

105.042

4.325 .010a

a. Predictors: (Constant), SIZE, IS, REG

b. Dependent Variable: CGPI

Coefficients3

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Siq.B Std. Error Beta

1 (Constant) 56.520 8.641 6.541 .000

IS 18.942 12.677 .250 1.494 .143

REG 3.083 5.197 .116 .593 .557

SIZE 9.952E-14 .000 .250 1.392 .172

a. Dependent Variable: CGPI



LAMPIRAN 14

Regression Indeks Sukarela

Variables Entered/Removed*3

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1

SIZE, KNM,
KA, REG,
CGPI, Enter
PUBLIK,
DK

a. All requested variables entered,

b- Dependent Variable: IS

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of

the Estimate
1 .642a .413 .292 .1268

a. Predictors: (Constant), SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK

ANOVAb

Model
Sum of

Squares df Mean Square F Siq.
1 Regression

Residual

Total

.384

.546

.930

7

34

41

5.485E-02

1.607E-02

3.413 007a

a. Predictors: (Constant), SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK

b. Dependent Variable: IS

Coefficients3

Unstandardized Standardized

Model

Coefficients Coefficients

t Siq.B Std. Error Beta
1 (Constant) ,2223 .249 .892 .379

CGPI ,0059 .003 .448 2.179 .036

REG ,1654 .069 .473 2.398 .022

KNM ,0010 .002 .135 .545 .589

PUBLIK ,0021 .002 .234 .889 .380

DK ,0956 .132 .264 .727 .472

KA -,2179 .138 -.575 -1.577 .124

SIZE -1.397E-17 .000 -.003 -.015 .988

a. Dependent Variable: IS


